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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
(QS. Al-Araf : 85)

		PERSEMBAHAN
· Bapak dan Ibu tercinta (Amsar dan Arwani) yang saya banggakan, telah berjuang mendidik, memberikan kasih sayang tiada henti, berkorban, memberikan semangat, dukungan dan doa-doa yang tiada henti.
· Adikku (Roniati Tri Angela), kakakku (Ariga Sukma), kakak iparku (Emi Sihurina), keponakanku (Arabelle Cathleen Banafsha) yang telah banyak memberikan motivasi dan doa











ABSTRAK
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola timah yang meliputi penyelidikan umum, ekspolrasi,stui kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelola dan peurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang kekayaan yang terkandung didalamnya bumi dan air yang biasanya disebut dengan bahan-bahan galian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tambang timah ilegal (IT) di perkebunan sawit PT. Thep menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sanski bagi  pelaku tambang timah ilegal (IT) di Perkebunan sawit PT. Thep menurut Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 
Penelitian ini smenggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara,dan dokumentasi yang di peroleh dari narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan sanksi pidana yang di atur dalam uu no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Terdapat dalam pasal 158,dan pasal 35 pidana penjara 5 tahun di denda sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) bagi setiap orang yang melakukan penambang illegal dan pasal 159,pasal 70,pasal 105 ayat 4,pasal 111 ayat 1 di pidana 5  tahun denda seratus miliar bagi yang menyampaiakan keterangan palsu. Tinjauan hukum islam terhadap pemahaman msyaratakat bahwa pertambangan merupakan barang yang ada di perut bumi dan belum di miliki oleh orang menunjukkan konsep Al-Iqtha telah di lakukan masyarakat tersebut yaitu menetapkan sebagai lahan mati baik berupa blok tambang maupun lahan biasa yang terkait kepentingan dan hak orang lain dan dapat di kuasai orang lain. Al-iqthaa ada tiga macam yaitu Al-iqthaa’tamlik, iqthaa’ istighlaal, dan iqthaa’irfaaq.
Kata Kunci : Pertambangan, Pertambangan Ilegal, Timah








PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. 
1. Konsonan :
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	
	
	Huruf kapital
	Huruf Kecil

	ا
	Alif
	Tidak Dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	B

	ت
	Ta
	T
	T

	ث
	Tsa
	Ts
	Ts

	ج
	Jim
	J
	J

	ح
	Ha
	H
	H

	خ
	Kha
	KH
	Kh

	د
	Dal
	D
	D

	ذ
	Dzal 
	Z
	Z

	ر
	Ra
	R
	R

	ز
	Zai
	Z
	Z

	س
	Sin
	S
	S

	ش
	Syin
	Sy
	Sy

	ص
	Shad
	Sh
	Sh

	ض
	Dhad
	Dl
	Dl

	ط
	Tha
	Th
	Th

	ظ
	Zha
	Zh
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘
	‘

	غ
	Ghain
	Gh
	Gh

	ف
	Fa
	F
	F

	ق
	Qaf
	Q
	Q

	ك
	Kaf
	K
	K

	ل
	Lam
	L
	L

	م
	Mim
	M
	M

	ن
	Nun
	N
	N

	و
	Waw
	W
	W

	ه
	Ha
	H
	H

	ء
	Hamzah
	‘
	‘

	ي
	Ya
	Y
	Y


	


2. Vokal 
Sebagaimana halnya bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).
1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.
Contoh: 
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	اَ
	Fathah
	A
	مَنْ

	اِ
	Kasrah
	I
	مِنْ

	اُ
	Dhammah
	U
	رُفِعَ


1. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	نَي
	Fatḥah dan ya
	Ai
	كَيْفَ

	توْ
	Fatḥah dan waw 
	Au
	عوْلَ



3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh
	Ditulis

	/ما
ى
	Fatḥah dan alif atau Fatḥah dan alif yang menggunakan huruf ya
	A/ā
	مَاتَ
رَمَى
	Māta/ Ramā

	ي
	Kasrah dan ya
	Ī/ī
	قِيْلَ
	Qīla

	مُوْ
	Dhammah dan waw
	Ū/ū
	يَمُوؤْتُ
	Yamūtu



4. Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:
1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatḥah, kasrah dan hammah maka translitarasinya adalah huruf ṯ;
1. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;
Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:
رَوْضَةُ الْأَظْفَالِ			=	Raudhatul athfāl
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةُ			=	Al-Madīnah Al-Munawarah
اَلْمَدْرَسَةُ لدِّنِيَةُ			=	Al-madrasah ad-diniyah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:
ربَّنَا 	  =	Robbanā		نَزَّلَ	= 	Nazzala	
اَلْبِرُّ	= 	Al-birr			اَلحَجُّ	= 	Al-hajj

6. Kata Sandang al
1. Diikuti oleh huruf al-Syamsiyah
Ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:
الَسيِّدُ	 =	As-Sayyidu		اَلتَّوَابُ 	=	At-Tawwābu
اَلّْرَّاجُلُ	=	Ar-Rajulu		الشَّمْسُ 	=	As-Syamsu

1. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah
Ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:
اَلجَلاَلُ= Al Jalāl			الْبَدِيْع= Al-badī’u
ااَلْكِتَابُ= Al-Kitāb			اَلْقَمَر= Al- qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qomariyah.
7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:
تَاخُذَوْنَ	= Ta’khuzūna		أَمِرْتُ	= Umirtu
	الشُهَدَاءُ  =As-Syuhada’		فَأتِ بِهَا	= Fa ‘ti bihā

8. Penulisan Kata
Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:
	Arab
	Semestinya
	Cara Transliterasi

	وَأَوْفَوااْلكَيْلَ
	Wa aufū al- kaila
	Wa auful-kaila

	وَلِلَّهِ عَاى اڵنَّاسِ
	Wa lillāhi ‘ala al nās
	Wa lillāhi a’lannās

	يَدْرُسُ فِى اڵْمَدْرَسَةِ
	Yadrusu fi al Madrasah
	Yadrusu fil- madrasah



9. Huruf Kapital
penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
	Kedudukan Kata
	Arab
	Transliterasi

	Awal kalimat
	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ
	Man ‘arafa nafsahu

	Nama diri
	وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّرَسُوْلٌ
	Wa māMuhammadun illā rasūl

	Nama tempat
	مِنَ اَلمَدِ يْنَةَ المُنَوَّرَةُ
	Minal- Madinatil-Munawwarah



	Nama bulan
	اِلَی شَهْرِرَمَضَانَ
	Ila syahri Ramadana

	Nama diri yang
didahului kata al
	ذَهَبَ الشَّافِعِى
	Zahaba as-Syāfi’ī

	Nama tempat yang
didahului kata al
	رَخَعَ مِنَ الْمَكَّۃ
	Raja’a min al- Makkah



10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak mengguunakan huruf kapital. Contoh:
واالله	: Wallahu				في الله	: Fillahi
من الله	:  Minallahi				لله	: Lillahi
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BAB I
PENDAHULAN


A. Latar Belakang
Negara Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik sangat melimpah di Indonesia, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulaua Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera serta timah di Bangka, Mineral lainnya yang masih banyak tersebar di berbagai tempat sumber daa mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik akan memberikan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunannya untuk mencengah pemborosan potensi yang dikuasainya dapat mengoktimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingg dapt diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Demi dapat mencapai kemakmuran tersebut diperlukan kerja keras, karena keberadaan tambang yang berada didalam perut bumi harus dikelola dengan baik, dengan mengeluarkan dan melakukan pengelolaan objek pertambangan. Realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari pengaruh tersebut yang mergikan masyarakat secara luas maupun anggota masyarakat secara individual. Misalya, kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat menambang secara ilegal, rusaknya lahan perkebunan akibat tambang timah ilegal, perusahaan telah tambang limbah secara sembarangan atau terjadinya pencemaran laut karena tumpahan minyak dari kapal tanki minyak atau tercemarnya atmosfir dan sekaligus terjadinya kematian massal akibat kebocoran gas. [footnoteRef:1] [1: Muhammad Amin Abimanyu, Evaluasi Kinerja Produksi Alat Gali Muat dan Angkut Pada Penambangan Batubara di PT Bumi Merapi Energi, Kabupaten Lahat, Sumatera. (Palembang: UNSRI,2022),  2] 



1

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola timah yang meliputi penyelidikan umum, ekspolrasi,stui kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelola dan peurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang kekayaan yang terkandung didalamnya bumi dan air yang biasanya disebut dengan bahan-bahan galian. Dalam mengelola hasil alam inilah justru banyak yang menyalahgunakannya seperti di Kabupaten Bangka yang semakin banyak dijumpai para penambang liar yang tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah. Sejauh ini, pemerintah dan polisi sudah berupaya untuk menangani permasalahan tambang liar seperti melakuka razia. [footnoteRef:2] [2:  Aynike Putri Regiana, Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri, (Malangi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 11-13] 

Bangka adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Sumatra, Indonesia dan termasuk dalam wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung. Kata Bangka juga berasal dari kata timah.karena di daerah ini di temukan bahan galian timah, maka di sebut pulau timah. Karena pergeseran atau bunyi bahasa yang berubah maka masyarakat lebih lekat memanggil pulau ini dengan kata pulau Bangka atau pulau bertimah. Bangka menurut bahasa sehari-hari masyarakat Bangka mengandung arti “sudah tua” atau “sangat tua”, sehingga pulau Bangka dapat di artikan sebagai” palau yang sudah tua”.[footnoteRef:3] [3:  Wikipedia, Kepulauan Bangka Belitung, id.m.wikipedia.org , Diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 10:12] 

Dalam beberapa tahun terakhir,pertambangan timah ilegal diperkebuanan sawit PT Thep telah menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Banyaknya tambang illegal yang dilakukan oleh masyarakat di PT Thep desa silip kecamatan Riau Silip kabupaten Bangka karena masuk ke PT tersebut minimal tamat SMA sedangkan masyarakat di desa tersebut rata-rata tamat SD dan SMP jadi masyarakat hanya bisa menambang secara illegal di PT Tehp serta mata pencaharian mereka hanya la menambang. Dalam rangka melindungi sumber daya mineral dan batubara serta menjaga keberlanjutan lingkungan,pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur kegiatan pertambangan tersebut. Namun,selain aspek hukum, penting juga untuk mempertimbangkan perprektif hukum islam dalam menjelaskan relevansi dan aplikasi hukum islam dalam mengenai pertambangan timah illegal di perkebunan sawit PT Thep. Mengekplorasi dampak hukum dari Undang-undang pertambangan mineral dan batubara.
Penelitian  ini akan membahas tentang tinjauan Hukum pertambangan Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undng Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan batubara dan mineral dan Hukum Islam terhadap penambang timah ilegal, termasuk sanksi dan penyelesaian hukum yang diberlakukan dalam kedua perspektif. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan timah ilegal serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam kedua perspektif hukum. 
Bencana yng diakibatkan oleh manusia yang merusak bumi yang terdapat dalam Al-Qurán surah Ar-Ruum:41 yang artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebab perlakuan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka (manusia) merasakan sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Ruum : 41)
Ayat tersebut menjelaskan terjadinya bencana di muka bumi ini adalah tidak lain sebab perbuatan manusia itu sendiri. Pada ayat ini juga di jelaskan bahwa akibat (bencana) yang terjadi adalah bentuk nyata dari penyimpangan juga kelalaian manusia pada perintah Allah SWT dan akibat (bencana) tersebutadalah sebagai bentuk hukuman dari Allah supaya mereka (manusia) sadar dan kembali kepada perintah-Nya.
Hal ini akan membantu dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penambangan timah ilegal dan juga membantu dalam meminimalisir dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk memahami kedua perspektif hukum yang berlaku terhadap penambangan timah ilegal agar dapat melakukan upaya-upaya yang efektif dalam menangani permasalahan tersebut.
Dalam hal ini, kesadaran hukum dan pendidikan yang memadai tentang pentingnya menjaga lingkungan dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meminimalisir tindakan penambangan timah ilegal yang merugikan negara dan masyarakat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dan upaya-upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai.
Di desa silip ada kegiatan pertambangan timah illegal terjadi sejak tahun 2000an, dampak dari pertambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam seperti produktivitas lahan, kepadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan faun, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro.
Berdasarkan uraian di atas penulis ingin lebih mendalami mengkaji bagimana status tambang illegal di desa tersebut di tinjau dari hukum isalm dan undang-undang nomor 3 tahun 2020 dengan judul  " Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Penambang Timah Ilegal Di Lahan Perkebunan Sawit (Pt Thep) yang berupaya menganalisa mengenai korelasi sebab akibat dari adanya penambang ilegal tersebut dengan menggunakan sudut pandang Hukum pertambangan Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Hukum Islam serta dengan pendekatan normatif guna mencari titik temu dari permasalahan tersebut yang peneliti angkat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang, dapat penulis rumuskan pembahasan dalam rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pertambangan mineral dan batubara terhadap penambang timah illegal di perkebunan sawit (Pt Thep)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi bagai pelaku penambang timah ilegal (TI) di perkebunan sawit PT Thep. 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. [bookmark: _Hlk151922048]Untuk mengetahui tinjauan undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pertambangan mineral dan batubara terhadap penambang timah illegal di perkebunan sawit (Pt Thep) 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sanski bagi pelaku tambang timah ilegal (TI) di Perkebunan sawit PT. Thep
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta membawa wawasan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya untuk hukum penambangan dan hukum islam. 
b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para aparat negara dalam rangka penanganan dan memproses kasus perkara tindak pidana hukum pertambangan.
D. Penelitian Terdahulu
Penelitian Ekasari Juwandana dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania “. Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia Tujuan penelitian ini ialah unuk: 1) untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kleptomania, 2) untuk memberikan penjelasan secara komperhensif mengenai pandangan hukum Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania, 3) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, penulis menggunakan pendekatan syar’i dan yuridis. Penelitian ini tergolong kedalam library research yaitu data pustaka yang diambil dari buku-buku dan literatur tertulis lainnya, kemudian data tersebut dikutip dan dianalisis lalu menarik sebuah kesimpulan (hasil). Setelah mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kleptomania, ditemukan bahwa kleptomania merupakan gangguan yang sulit untuk menahan dorongan mencuri. Kleptomania masuk dalam psikoneurosis yang gangguan kepribadian dengan taraf ringan, berbeda dengan psikosis yang gangguan kepribadiannya menyeluruh. Pencurian yang dilakukan oleh kleptomania tidak diberikan hukum potong tangan karena kleptomania merupakan sebuah gangguan, sanksi yang diberikan ialah hukum kawalan tidak terbatas. Sementara dalam hukum positif diberikan sanksi sesuai dengan pasal 362 KUHP. Implikasi dari penelitian ini yaitu 1) perlunya perhatian lebih terhadappenderita kleptomania terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah kurang mendapatkan perhatian, 2) hukum positif perlu membahas mengenai kleptomania, 3) hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh kleptomania.[footnoteRef:4] [4:  Ekasari Juwandana, Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptoman, (Makassar: UIN Alauddn Makassar, 2018)] 

Penelitian Lee Mita Nudiyana dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan hak pekerja untuk beribadah. Berangkat dari beberapa pelanggaran hak beribadah pekerja yang terjadi di Indonesia, penulis mencoba mengkaji dari kasus-kasus yang penulis paparkan, hal apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak beribadah melalui tinjauan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Penulis juga membahas mengenai akibat hukum apabila sesorang/pengusaha yang menghalangi hak pekerjanya untuk beribadah, serta faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan kepustakaan (library research) dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan, buku-buku, dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dengan menggunakan tipe penelitian deskripstif analitik, yakni memfokuskan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak pekerja untuk beribadah yang sudah sebelumnya terjadi di Indonesia, kemudian di analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak pekerja untuk beribadah telah diatur dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setiap pekerja maupun pengusaha diwajibkan mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha, serta mengetahaui faktor penghambat pemenuhan hak pekerja untuk beribadah[footnoteRef:5] [5:  Lee Mita Nudiyana, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatllah Jakarta, 2018)] 

Penelitian Sita Sarah Asyiyah dengan judul “Tindak pidana eksploitasi pekerja anak di bawah umur di wilayah Tangerang (kajian hukum positif dan hukum Islam)”,  penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa sajakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak di bawah umur serta bagaimanakah kajian hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (Library Research). Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, data yang digunakan dalampenelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah undang undang no.35 tahun 2014tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 trntang Ketenagakerjaan dan sebagai data sekunder pada penilitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini kemudian dari datadata yang diperoleh dirangkai dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa eksploitasi anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa diancam pidana paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.500.000.000,00.Dalam hukum Islam dijelaskan eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang, yaitu apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak dan menyuruh anak tersebut untuk bekerja.Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dan menambah kemampuan baru bagi peneliti serta memberi masukan bagi pemerintah daerah Tangerang terutama sebagai acuan pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan bagi anak-anak korban kejahatan eksploitasi.[footnoteRef:6] [6:  Sita Sarah Asyiyah, Tindak pidana eksploitasi pekerja anak di bawah umur di wilayah Tangerang (kajian hukum positif dan hukum Islam),(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018)] 

Penelitian Riki Saputra dengan judul “Tinjuan  Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upah Buruh Harin Lepas (Studi di PT Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro)”. Adapapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah dalam pemberian upah kadang juga mengalami penundaan pembayaran, dan upah diberikan tidak sesuai dengan waktunya Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari hasil wawancara (interview) dokumentasi dan observasi langsung dengan pemilik usaha maupun karyawan. Hasil penelitian dan analisa mengenai faktor penyebab keterlambatan menunjukkan bahwa kesimpulannya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Upah Buruh Harian Lepas di PT Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro ialah diperbolehkan dalam Islam Sesuai dengan mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut di dalam hukum positipnya pekerja buruh harus di gaji sesuai kesepakatan di awal dan waktu yang di tetukan kedua belah pihak di dalam hukum positipnya belum sesuai. Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Upah,Buruh harian[footnoteRef:7] [7:  Riki Saputra, Tinjuan  Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upah Buruh Harin Lepas (Studi di PT Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro). (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023)] 

Penelitian Permata Septa Ria dengan judul “Tinjau Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Tujuan penelitian ini dilakukan (1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari Perarturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai bantuan hukum cuma-cuma di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan juga (2) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Perarturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian dianalisis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya (1). belum adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bantuan hukum secara gratis sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program bantuan hukum tersebut, (2). minimnya anggaran yang disediakan untuk program bantuan hukum sehingga tidak dapat mengcover seluruh perkara yang memerlukan bantuan hukum, (3) adanya pembatasan pelayanan dengan adanya perkara-perkara tertentu yang tidak bisa diberikan bantuan hukum (4) Minimnya lembaga bantuan hukum serta jauhnya akses menempuh lembaga bantuan hukum sehingga tidak efektif untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pembahasan mengenai bantuan hukum ini tidak terlepas dari asas keadilan dan persamaan yang seharusnya didapatkan oleh semua orang yang berhak. Namun yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan dari peraturan daerah Ogan Komering Ulu Timur mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak sesuai dengan asas keadilan dan persamaan.[footnoteRef:8] [8:  Permata Septa Ria, Tinjau Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur). (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)] 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas belum ada yang membahas tentang hukum pertambangan Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta hukum islam serta masih terbuka ruang kesempatan bagi peneliti untuk meneliti tema tinjauan hukum pertambangan Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta hukum islam terhadap penambang timah illegal di lahan perkebunan sawit (studi kasus PT. Thep) menyatakan penelitian yang akan dilakukan peneliti ini belum pernah diteliti sebelumnya.
E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunkan metode penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu pendekatan dalam berupa menggambarkan bagaimana pelaku atau tindakan manusia dalam lingkup etniknya yang terkait dalam pola interaksi yang terjadi dan yang melatarbelakangi tindakannya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.[footnoteRef:9] [9:  Imam Guna Wan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 80-81] 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.[footnoteRef:10] [10:  Mamik, Metode Kualitatif, (Sidoardjo: Zifatama Publiser, 2015), 4] 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Dimana metode ini lebih mengedepankan pengamatan terhadap fenomena dan lebih meneliti subtansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dapat dipahami dengan menggunakan data deskriptif yang berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati.
Lokasi penelitian ini bertempat di Lahan Perkebunan Sawit PT. Thep Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung  
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis
Penelitian ini dilakukam dengan cara mengumpulkan informasi atau literatur, dan melakukan wawancara kemeduian memilah dan menelaah informasi yang ada melalui studi kepustakaan ( field research ) untuk mendapatkan data yang di perlukan,dengan mengambil obyek penelitian masyarakat Bangka di kecamatan Riau Silip desa silip Pt THEP.
b. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini ialah uraian kata-kata, tindakan, dokumen-dokumen sebagai acuan, hasil wawancara dilapangan dan hasil observasi.
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
a. Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi
Observasi adalah tekik yang biasa digunakan dalam pengumpuan data penelitian kualitatif,  atau untuk melengkapi teknik wawancara. Dalam penelitian ini pengamatan dapat diartikan sebagai melihat pola pelaku mnusia atau objek dalam suatu situasi untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diamati.[footnoteRef:11] [11:  Nurul Ulfahtin dan Tegh Triyulianto, Metode Penelitian Kualitatif untuk Keguruan dan Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2021), 77] 

2) Wawancara 
Wawancara adalah percakaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek sebagai terwawancara. Dalam mengumpulkan data sebagai acuan faktual dari penelitian ini, penulis akan mewawancarai 5 orang dari pihak-pihak terkait seperti, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal dan beberapa pihak lain yang dibutuhkan oleh penulis.
3) Dokumentasi
Pada penelitian ini, penulis akan mendokumentasikan segala proses pengambilan data baik berupa gambar maupun paparan dari pihak-pihak terkait yang kemudian akan penulis telaah dan analisa sebagai salah satu aspek yang mendukung penelitian.
b. Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc142347165][bookmark: _Toc142352165]1) Reduksi Data
[bookmark: _Toc142347166][bookmark: _Toc142352166]Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, divari tema dan polanya dan membuang yang idak perlu. Reduksi data bida dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan rangkuman yang inti,proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam ddata penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang dipesssroleh selama penggalian data di lapangan.
2)  Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dilakukan untuk                                                             melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersususun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3)  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dkumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[footnoteRef:12] [12: Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodikin, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),  122-124] 





F. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika pembahasan merupakan teknik penjabaran secara deskriptif dari penelitian yang penulis laksanakan dalam hal ini bagian dari sistematika pembahasan terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian      awal berisikan:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II TINJAUAN UMUM
Bab ini berisi tentang landasan teori hukum pertambangan dan hukum Islam
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan sejarah PT Thep dan struktur perusahaan strukur pemerintahan daerah, tingkat Pendidikan serta mata pencaharian masysrakat.
BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis sumber-sumber data yang ada secara deskriptif kualitatif.
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran untuk perkembangan peneliti selanjutnya maupun untuk masyarakat luas. 
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BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Pengertian Hukum 
Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.[footnoteRef:13]Pengertian hukum menurut parah ahli sebagai berikut. [13:  Wikipedia, Hukum, wikipedia.org, Diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 21:11] 

1. Pengertian hukum menurut Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
2. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn. Hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
3. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
4. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes. Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
5. Pengertian hukum menurut John Austin. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[footnoteRef:14] [14:  Hukum online, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, hukumonline.com, Diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 21:18] 
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C. Pengertian pertambangan 
Pengertian Pertambangan Pertambangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan dan kata ilegal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Mining Law. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.[footnoteRef:15] Pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi. Penambangan adalah proses Pengambilan material yang dapat diektraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. [footnoteRef:16] [15:  W.J.S Poewodarminto, Kamus umum bahasa indonesia, Cet ke-3. ( Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2011), 57]  [16:  Salim, Hukum Pertambangan.( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7.] 

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalihan di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.[footnoteRef:17]  [17:  Yuprinaldi, Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar), (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 18] 

Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk dialam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristalteratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek Undang-undang. Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.[footnoteRef:18]  [18:  Salim, Hukum Pertambangan mineral dan batubara, Caetakan ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22] 

D. Proses Perizinan Tambang
Mekanisme yang harus dilakukan para pelaku usaha dalam pengurusan IUJP adalah melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yang dapat diakses melalui www.oss.go.id. OSS-RBA merupakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Dijelaskan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Babel, Darlan bahwa di dalam dashboard website OSS-RBA, sebagai langkah awal diharuskan untuk melakukan pendaftaran supaya mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan NIB. Pemberitahuan akan diberikan kepada tiap lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jika verifikasi diperlukan, lembaga pemerintah yang berwenang akan melakukan verifikasi kesesuaian usaha.
Sistem OSS-RBB kemudian akan melakukan verifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap. OSS-RBA merupakan sistem satu pintu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin. Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS-RBA. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan mealukan verifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.[footnoteRef:19] [19:  Budi, Cara Mengurusi Usaha Jasa Pertambangan, babelprov.go.id, Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 15 : 19 ] 

E. Pengertian Legalitas dan Ilegalitas
Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-unddangan atau hukum,  berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaanya selama tidak ada ketentuan yang mengatut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara megenai suatu perubahan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang diatur. 
Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maka asas legalitas ini disebutkan didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi “Non Obligat lex nisi promulgate” atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah dilakukan.
Sedangkan pengertian, ilegalitas berasal dari kata illegal yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Illegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenaran oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subjek hukum ataupun objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana setatusnya. Sehingga, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subjek hukum atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. [footnoteRef:20] [20:  Eprints.umm.ac.id, Pengertian Legalitas dan Ilegalitas, eprints.umm.ac.id, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 22:01] 

F. Pengertian Hukum Islam 
Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata  aslama-yuslimu-islâman dengan mengikuti wazn af’ala-yuf’ilu-if’âlan yang mengandung arti  ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).[footnoteRef:21] [21:  Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lampung Timur: Lintang Publising,2017), 1-3] 

Mahmud Syaltut dalam al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syarî’ah mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.
Norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran masih sangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperinci oleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Norma hukum dasar yang bersifat umum dalam al-Quran tersebut kemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian atau kaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan d alam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidah konkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplin ilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebut di antaranya adalah ilm al-fiqh, yang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ilmu hukum (fiqih) Islam. Sebagaimana dilansir oleh Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf, yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah baligh (dewasa), Secara ringkas fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci.[footnoteRef:22] [22:  Muhammd Nasrudin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Aksi Aksara,2016),5-7 ] 

G. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam
1. Definisi Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia mupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada di diri sendiri maupun yang ada di orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus di tunai untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
Hukum pidana Islam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa’ Ar-Rasyidin hukum pidana menurut syariat Islam berlaku sebagi hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkanoleh perintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri.[footnoteRef:23] [23:  Fitri Wahyuni, Dasa-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tanggerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 27] 

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam
Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana Islam ialah sebagai berikut:
a. Rukun Syar’I (yang berdasarkan syara’) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanaya nas syara’ yang jelas melarang itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
b. Rukum maddi atau disebut juga unsur material yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.[footnoteRef:24] [24:  Marsaid, Al-fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang: Rafa Press, 2020), 57.] 

3. Tindak Pidana Islam
Adapun yang termasuk dalam tindak pidana hukum Islam ialah sebagai berikut:
b. Pencurian (Al-Sariqah)
Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan pencurian secara terminologis ialah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Menurut Ibnu Arafah pencurian menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan orang lain untuk mengambil isinya. 
c. Pembunuhan
Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi fital anggota badan karena berpisahnya ruh dengan jasad korban. Adapun klasifikasi pembunuhan adalah dilihat dari terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembuhuhan ada dua yaitu: pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja.
d. Perzinaan
Perzinahan dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
e. Minum-minuman keras
Minum-minuman keras merupakan minuman yang memabukkan, apapun asalnya, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad berpendapat yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau nama lain.[footnoteRef:25] [25:  Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 30-31] 

H. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana
1. Definisi Penegakan Hukum 	
Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jazan Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “strafrecht”, atau “straf” yang diterjemahkan dengan kata pidana yang artinya hukuman sedangkan “recht” diterjemahkan dengan kata hukum dan pada dasarnya identik dengan perkata “ius” dalam bahasa Romawi. perkataan “recht” tersebut mempunyai dua arti yakni “recht” dalam arti objektif dan “recht” dalam arti sobjektif. Recht dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi hukum, sedangkan recht dalam arti subjektif diterjemahkan    dengan    hak    maka    demikian    pula    dengan “strafrecht”. Strafrecht (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah hak negara untuk mempidana atau menjatuhkan pidana (Pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar.
Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa Romawi disebut dengan istilah: “ius puniendi”), sedangkan strafrecht (hukum pidana) dalam arti objektif ialah : ”segala larangan (verboden) dan keharusan (geboden) apabila dilanggar diancam pidana oleh undng-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam artiobjektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat di jatuhkan “ . dalam bahasa romawi disebut: “ius poenale”[footnoteRef:26] [26:  Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 1-2.] 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam ha-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[footnoteRef:27] [27:  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1.] 

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Menurut Hazewinkel-suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.[footnoteRef:28] Dapat dipahami hukum pidana merupakan suatu perbuatan-purbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dan apabila dilanggar akan diancam hukuman pidana. [28:  Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 1.] 

I. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Definisi Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan strafbaar feit untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit.
Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gdeelte fan dewerkilejkheid” sedang “strafbaar feit” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui, bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.[footnoteRef:29] Sedangkan Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[footnoteRef:30] Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: [29:  Andi Sofyan dan Nurazisa, Hukum Pidana, (Makasar: Pustaka Pena, 2016), 96.]  [30:  S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia (Jakarta: Ahaem Pthaem,1998), 208] 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana	dilakukan oleh orang	 yang	dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:
a. Harus perbuatan manusia
b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
d. Perbuatan itu dilakukan	oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
e. Perbuatan itu harus dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.[footnoteRef:31] [31:  Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 60] 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang melanggar undang- undang dan harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang membuat.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut simons bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi menjadi dua yaitu: Unsur obyektif dan unsur subyekti. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). Sedangkan Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, Patut dipidana. Dan Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.[footnoteRef:32] Dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur hukum pidana ialah sebagai berikut: [32:  Planning Grup, Buku Ajar Hukum Pidana (Denpasar: Universitas Hukum Udayana, 2016), 70-71.] 

a. Perbuatan manusia
b. Melawan hukum
c. Dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan
d. Dipertanggungjawabkan
e. Diberikan sanksi kepada yang melanggar hukum.
3. Pelaku Tindak Pidana
Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam Undang-Undang menurut KUHP. Didalam pasal 55 ayat 1 KUHP dipidana sebagai Pelaku tindak pidana:
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[footnoteRef:33] [33:  Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), 23.
] 

 Dengan demikian sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP ayat 1                         bahwa  pelaku tindak pidana itu dibagi menjadi empat golongan:
a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tidak pidana.
c. Orang yang turut melakukan tindak pidana.


BAB III
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT THEP
PT. Tata Hamparan Eka Persada (THEP) yang bergerak dibidang Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit didirikan pada tahun 1995 yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia dengan status awal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tahun 2007, ST. Internasional sebuah Perusahaan yang berlokasi di Korea Selatan melakukan Joint Venture dengan Tradisi Group untuk membangun THEP. Tahun 2008, sampai dengan sekarang Status THEP berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) bedasarkan surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 27/V/PMA/2008.  
Kehadiran THEP memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat karena THEP berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan infrastruktur dan ikut berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terukur dan terstruktur. 
THEP mendukung sepenuhnya komitmen kelestarian lingkungan dengan menerapkan pola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mendukung program pelestarian lingkungan alam dan keanekaragaman hayati, menerapkan praktik pembukaan lahan baru tanpa membakar (zerro burning) dan pemanfaatan limbah (zero waste). THEP menerapkan standar kerja sesuai kaidah Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan telah mendapatkan sertifikasi ISPO pada tahun 2017. THEP berupaya memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dengan berkomitmen menjunjung tinggi Visi, Misi serta Nilai Budaya Perusahaan untuk mencapai prestasi terbaik. Adapun Visi, misi dan nilai perusahaan sebagai berikut :
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Visi :
· Menjadi perusahaan kelapa sawit yang terdepan dan terkemuka secara berkelanjutan dengan memberikan keuntungan kepada para stakeholder
Misi :
· Membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai ISTO/RSTO
· Mengembangkan bisnis dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham
· Memperlakukan system manajeman dengan mengacu kepada standar internasional.
Nilai perusahaan 
· Team Work (Kerja Sama). Team work adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Kompetensi kerja sama menekankan peran sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin. Kelompok disini dalam arti yang luas, yaitu kelompok individu yang menyelesaikan suatu tugas atau proses.
· Persistence (Kegigihan). Kemauan dan kemampuan bekerja di luar kondisi yang normal (seperti jam kerja yang lebih Panjang/di luar waktu normal, sumber daya yang terbatas atau di bawah kondisi yang menekan) dengan hasil yang sesuai atau melebihi standart.seorang yang persistence tidak segan untuk terus mencoba seberapa berat pun tantangan yang dihadapi.
· Honesty (Kejujuran). Honesty dimaknai sebagai kejujuran, keselarasan antara hati, pikiran, perbuatan dengan perusahaan, dimana perbuatan sebagai perwujudan dari hati dan pikiran yang dijalankan secara konsisten dalam keadaan apapaun. Honesty menurut kejujuran pada diri sendiri, tidak berperilaku yang bukan menjadi haknya.
· Excellence (Unggul). Excellence dapat diartikan sebagai sikap unggul. Keunggulan perilaku dan sikap kerja yang selalu mengedepankan kualitas yang sangat baik sehingga dalam bekerja mampu melampaui batas standart.[footnoteRef:34] [34:  THEP, Profil dan Budaya Perusahaan, ptthep.id, Diakses pada 8 November 2023 pukul 12:40] 


B. Struktur Perusahaan
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    Estate v
Estate I
Estate III
Estate II
Estate IV
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C. Struktur Pemerintahan Daerah
     Desa Silip merupakan salah satu desa di Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka mempunyai luas wilayah 4380 km2 dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
· Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gunung Muda
· Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Riau
· Sebelah Barat berbatasan dengan desa Riau
· Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pugul
Secara Geografis, luas permukiman di Desa Silip 4380 Ha, luas perkebunan 500 Ha, lahan bekas tambang timah 10 Ha. Sebagaimana wilayah tropis, desa Silip mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat adalah 5 km, jarak desa ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, sedangkan jarak desa ke provinsi dengan perjalanan darat mencapai 55 km.
Berdasarkan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif maka desa Silip mempunyai tipologi sebagai desa perkebunan. Hal ini dicirikan oleh sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian berkebun dan ternak. Adapun tingkat perkembangan desa Silip adalah desa swadaya, ini berarti bahwa desa transis, desa yang mulai menuju perkembangan.
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	A. PENDIDIKAN

	Tingkatan Pendidikan
	Laki-laki
	Perempuan

	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK
	79 orang
	67 orang

	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group
	9 orang
	9 orang

	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah
	2 orang
	1 orang

	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah
	362 orang
	349 orang

	Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah
	2 orang
	7 orang

	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat
	45 orang
	40 orang

	Tamat SD/sederajat
	469 orang
	455 orang

	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP
	4 orang
	4 orang

	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA
	3 orang
	0 orang

	Tamat SMP/sederajat
	202 orang
	157 orang

	Tamat SMA/sederajat
	326 orang
	238 orang

	Tamat D-1/sederajat
	0 orang
	2 orang

	Tamat D-2/sederajat
	2 orang
	3 orang

	Tamat D-3/sederajat
	12 orang
	15 orang

	Tamat S-1/sederajat
	24 orang
	33 orang

	Tamat S-2/sederajat
	2 orang
	1 orang

	Tamat S-3/sederajat
	0 orang
	1 orang

	Tamat SLB B
	0 orang
	1 orang

	Jumlah Total
	2.926 orang




	B. MATA PENCAHARIAN POKOK

	Jenis Pekerjaan
	Laki-laki
	Perempuan

	Petani
	73 orang
	16 orang

	Buruh Tani
	48 orang
	13 orang

	Buruh Migran
	0 orang
	1 orang

	Pegawai Negeri Sipil
	8 orang
	14 orang

	Pedagang barang kelontong
	1 orang
	4 orang

	Peternak
	1 orang
	1 orang

	Montir
	5 orang
	1 orang

	Dokter swasta
	1 orang
	0 orang

	Perawat swasta
	1 orang
	5 orang

	Bidan swasta
	0 orang
	2 orang

	Ahli Pengobatan Alternatif
	1 orang
	0 orang

	TNI
	1 orang
	0 orang

	POLRI
	1 orang
	0 orang

	Pengusaha kecil, menengah dan besar
	1 orang
	1 orang

	Guru swasta
	1 orang
	2 orang

	Dosen swasta
	2 orang
	2 orang

	Pedagang Keliling
	3 orang
	2 orang

	Penambang
	38 orang
	1 orang

	Tukang Kayu
	1 orang
	0 orang

	Pembantu rumah tangga
	0 orang
	1 orang

	Dukun Tradisional
	0 orang
	2 orang

	Karyawan Perusahaan Swasta
	73 orang
	14 orang

	Karyawan Perusahaan Pemerintah
	2 orang
	0 orang

	Wiraswasta
	58 orang
	5 orang

	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap
	9 orang
	10 orang

	Belum Bekerja
	260 orang
	204 orang

	Pelajar
	460 orang
	423 orang

	Ibu Rumah Tangga
	7 orang
	743 orang

	Purnawirawan/Pensiunan
	5 orang
	1 orang

	Perangkat Desa
	6 orang
	7 orang

	Buruh Harian Lepas
	615 orang
	49 orang

	Buruh jasa perdagangan hasil bumi
	1 orang
	0 orang

	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan
	0 orang
	1 orang

	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi
	0 orang
	1 orang

	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran
	3 orang
	2 orang

	Jasa pengobatan alternatif
	1 orang
	0 orang

	Sopir
	2 orang
	0 orang

	Tukang Jahit
	0 orang
	1 orang

	Tukang Kue
	0 orang
	1 orang

	Tukang Sumur
	1 orang
	0 orang

	Karyawan Honorer
	19 orang
	31 orang

	Pskiater/Psikolog
	0 orang
	1 orang

	Tukang Cukur
	1 orang
	0 orang

	Tukang Las
	1 orang
	0 orang

	Pemuka Agama
	2 orang
	0 orang

	Satpam/Security
	4 orang
	0 orang

	Jumlah Total Penduduk
	3.279 orang



	C. AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN

	Agama
	Laki-laki
	Perempuan

	Islam
	1692 orang
	1537 orang

	Kristen
	6 orang
	7 orang

	Katholik
	17 orang
	13 orang

	Budha
	1 orang
	0 orang

	Jumlah
	1.716 orang
	1.557 orang



	D. KEWARGANEGARAAN

	Kewarganegaraan
	Laki-laki
	Perempuan

	Warga Negara Indonesia
	1715 orang
	1557 orang

	Jumlah
	1.715 orang
	1.557 orang




Administrasi Pemerintahan Desa
Desa Silip terdiri dari:
· Dusun		: 3  Dusun
· Rukun tetangga	: 13 RT
Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan.
· Kepala Desa			: 1 orang 
· Perangkat Desa
· Sekretaris Desa		: 1 orang 
· Pelaksana Teknis lapangan	: 6 orang 
· Unsur kewilayahan		: 3 orang 
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Penambang Timah Ilegal Di Perkebunan Sawit (PT Thep).
Penambangan timah Ilegal yang dilaksanakan di Desa Silip ini sudah berlangsung sejak lama tanpa adanya surat izin untuk melakukan penambangan. Untuk mendapatkan surat izin tersebut memakan proses yang sangat panjang dan memakan waktu yang sangat lama sehingga membuat para penambang timah Ilegal tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan surat izin tersebut.
Tokoh pemerinta pada penelitian ini antara lain, Bapak Sumanto sebagai Kepala Desa Silip, Bapak Kusyanto sebagai petugas keamanan di Desa Silip, Bapak Topan  sebagai penambang, 
Seperti yang diutarakan oleh bapak Sumanto:

“Masyarakat Desa Silip menjadi penambang timah ilegal ini sudah dari tahun 1990-an, menambangnya pun masih pakai cara sederhana, masih sedikit masyarakat Desa Silip yang menjadi penambang timah pada saat itu karena banyak yang menjadi petani, karena masih dilarang keras oleh pemerintah. Sebenarnya sah-sah saja jika pemerintah melarang karena memang masyarakat Desa Silip tidak memiliki izin tertulis. Tetapi karena kebutuhan hidup, masyarakat desa Silip nekat mengambil risiko yang bisa dibilang melanggar hukum, karena jika hanya mengharap dari berkebun yang panennya harus menunggu beberapa bulan ataupun tahun, itu pun kalau panen berhasil, kalau gagal, ya, tidak dapat uang sedikit pun  dari hasil panen tersebut. Jadi, hampir seluruh masyarakat Desa Silip beralih profesi menjadi penambang timah, mulai dari tahun 90-an sampai sekarang. Tahun 2000-an baru pakai Sakan untuk menambang timah, 
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sakan tersebut terdiri dari mesin pengisap pasir, mesin air, lalu bor untuk mengambi timah.[footnoteRef:35] [35:  Wawancara narasumber, Bpk. Sumanto kepala desa Silip periode tahun 2022-2027, tanggal 20 Oktober  2023] 

Dari penjelasan bapak Sumanto, praktik penambangan timah ilegal ini sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat desa Silip dan terus dilakukan sampai sekarang. Dalam praktiknya, penambangan timah ilegal ini dulunya hanya menggunakan karpet, terus mengumpulkan pasir dan membuat sakan kecil untuk mencari biji timah apakah ada bijih timah di pasir tersebut, dan yang terakhir menggunakan bor yang panjangnya dua belas meter dan bor tersebut juga dipasang dengan pipa pengisap untuk mengisap pasir yang bercampur dengan bijih timah yang ada di dalam tanah, dan mesin air juga diperlukan karena untuk menyemprot air ke pasir yang bercampur dengan bijih timah, lalu para penambang menggunakan cara manual menggunakan tangan mereka sendiri untuk memisahkan bijih timah dengan pasir yang terisap.
Maraknya praktik penambangan timah Ilegal ini tentu menuai pro dan kontra. Masyarakat desa Silip sendiri tidak semuanya pro dengan adanya praktik penambangan timah ilegal, masyarakat desa Silip yang kontra terhadap adanya praktik penambangan timah Ilegal ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit. Alasan para petani sawit kontra terhadap penambangan timah ilegal adalah karena sering kali para penambang mengambil timah di sekitaran sawit  untuk mencari timah. Masyarakat yang pro terhadap adanya praktik penambangan timah ilegal ini tentu saja para penambang timah itu sendiri karena mereka merasa sangat terbantu dengan melakukan pekerjaan menjadi penambang timah. 
Mengenai wilayah penambangan timah, bapak Sumanto selaku kepala desa memberikan pendapatnya :
“Sebenarnya para penambang ini tidak berhak untuk menambang timah di wilayah yang sudah menjadi Wilayah perkebunan kelapa sawit  (PT THEP), kita harus ada izin usaha penambangan juga dulu kan, walaupun kebanyakan para penambang timah di darat menambang di wilayah mereka sendiri dalam artian melakukan praktik penambangan timah ilegal di tanah mereka sendiri. Oh iya, mengenai cara kerja praktik penambangan timah di darat tidak jauh berbeda dengan yang di laut, hanya saja di darat tidak ada yang menyelam.[footnoteRef:36] [36:  Wawancara narasumber, Bpk. Sumanto kepala desa Silip periode tahun 2022-2027, tanggal 20 Oktober 2023] 

Bapak Sumanto menjelaskan bahwa wilayah izin usaha pertambangan ini merupakan unsur yang sangat penting bagi para penambang karena walaupun sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan tentu para penambang tersebut juga harus menambang di suatu wilayah yang diyakini memiliki potensi menghasilkan barang tambang ialah seperti timah. 
Para penambang timah ilegal ini tentu saja tahu bahwa yang mereka kerjakan itu ilegal dan masyarakat desa Silip tidak tutup mata begitu saja, mereka juga sudah berusaha untuk menjadikan pekerjaan mereka itu legal di mata hukum. Seperti yang di utarakan oleh Bapak Sumanto selaku kepala desa Silip:
“Masyarakat desa Silip ini sebenarnya sudah pernah ingin mengajukan Izin Usaha Penambangan Rakyat (IUPR) kepada pemerintah, tetapi oleh pemerintah tidak dihiraukan, bukan tidak dihiraukan sih lebih kepada yah, selama para penambang tidak membuat keributan, silakan saja menambang karena pemerintah juga memikirkan jikalau para masyarakat desa Silip ingin meminta izin tersebut tentunya proses bukan satu atau dua minggu pastinya memakan waktu, kan tidak mungkin selama proses untuk mendapatkan perizinan itu mereka tidak bekerja. Nah, jadi pemerintah juga sebenarnya baik kepada para masyarakat desa Silip sudah mengizinkan, bukan mengizinkan sih lebih tepatnya membiarkan selama para masyarakat tidak membuat kerusuhan dan kerusuhan tersebut dalam skala besar. Nah, jika itu terjadi maka pemerintah tidak tinggal diam saja dan pangku tangan saja membiarkan hal tersebut berkelanjutan.[footnoteRef:37] [37: Wawancara narasumber, Bpk. Sumanto kepala desa Silip periode tahun 2022-2027, tanggal 20 Oktober 2023] 

Dari penjelasan tersebut sangat jelas, bahwa masyarakat desa Silip juga sebenarnya taat akan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Pemerintah juga bukan berarti mendukung masyarakat desa Silip untuk melanggar hukum tetapi Pemerintah berusaha mengayomi masyarakat desa Silip.
Dalam penulisan ini, tentunya penulis juga mewawancarai bapak Maman pekerja Pt Timah desa Silip. 
“Gimana ya, mengenai praktik penambangan timah ilegal ini saya juga tidak banyak berkomentar lah, bukan tidak paham akan masalah ini tetapi lebih ke yah, nantinya saya salah bicara, kan jadinya nanti ribet. Tetapi kalau saya pribadi sih, saya sejalan dengan pendapat PJ Gubernur Bangka Belitung, nah, kamu lihat saja di Google, pasti ada itu pendapat PJ Gubernur terhadap maraknya penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Nah, kalau masalah razia yang dilaksanakan oleh para pihak kepolisian terhadap penambangan liar itu karena para penambang membuat keresahan terhadap masyarakat sekitar, jadi, kami datang ke lokasi penambangan liar bukan langsung menangkap para penambang dan dijebloskan ke penjara begitu saja tetapi lebih ke memberi saran dan masukan jikalau ingin menambang maka jangan sesekali membuat keributan. Pernah terjadi itu, para penambang ini sudah kami berikan teguran bahwa jangan menambang dekat kebun orang dalam artian para penambang ini sudah mengambil sedikit wilayah dari yang punya kebun walaupun si penambang ini menambang di wilayah mereka sendiri, ya, yang punya kebun marah dan melapor ke pihak kepolisian dengan tujuan untuk memberikan efek jera bukan untuk menjebloskan ke penjara karena antara penambang dan yang punya kebun ini masih kawanan, lalu kami beri teguran ke si penambang, dan ternyata masih belum jera dan membuat yang punya kebun ini geram. Tetapi, masalah tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kepala desa, jalan keluarnya, si penambang ini membayar uang sewa kepada yang punya kebun walaupun hanya sedikit wilayah yang terpakai oleh penambang. Nah, jadi bisa bapak simpulkan ya, kalau dari bapak sendiri, tentunya tidak bisa memberikan pendapat yang jelas terhadap praktik penambangan timah ilegal di desa Silip ini, tetapi bapak setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh PJ Gubernur Bangka Belitung terhadap praktik penambangan timah Ilegal di Bangka Belitung ini. Itu saja sih dari bapak.[footnoteRef:38] [38:  Wawancara narasumber, Bpk. Maman pekerja Pt Timah desa Silip, tanggal 23 Oktober 20223] 

Bapak Maman menjelaskan bahwa dia setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pj Gubermur Bangka Belitung terhadap penambangan  timah ilegal. Ia mengatakan penambangan bijih timah secara ilegal tidak hanya merusak dan mengganggu lingkungan, tetapi juga telah menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Memang benar, seperti yang disampaikan PJ Gubernur Bangka Belitung baik di darat maupun di laut yang membuat para penambang timah ilegal ini tidak disetujui masyarakat umum karena merka sering kali mengambil wilayah orang lain, padahal sudah diizinkan menambang tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan saja sepatutnya mereka bersyukur. Pemerintah Bangka Belitung tentu saja tidak tutup mata saja terhadap maraknya praktik penambangan timah ilegal ini, tetapi mereka juga mencari solusi yang tepat dalam mengatasi maraknya praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Maman:
“Pemerintah Bangka Belitung sebenarnya sudah mengambil tindakan hukum terhadap para penambang timah ilegal, seperti waktu itu, para penambang ini melakukan penambangan timah di darat  masyarakat setempat dan langsung ditindaklanjuti saat mereka melakukan penambangan, para penambang tersebut dipenjara dan denda 100 juta itu. Razia besar-besaran juga sering kali dilakukan jika penambang timah tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat, jadi para penambang timah dari mana pun berdatangan untuk menambang timah, dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan banyaklah pokoknya. Nah Melaporlah para masyarakat yang ada di desa tersebut langsung ke Gubernur, karena melapor ke polisi setempat, para penambang tersebut menganggap remeh, melihat dan menindaklanjuti para penambang timah ilegal ini, selain itu juga memberikan saran bahwa jangan melakukan penambangan timah ilegal ini ditempat yang bukan seharusnya menjadi wilayah penambangan. Dikatakan capek ya capek pasti jadi pemerintah, serba salah tentunya, jika diberhentikan secara total seluruh praktik penambangan timah ilegal, masyarakat Bangka Belitung mau kerja apa, dari hasil kebun, tentunya masyarakat kita ini kan inginnya  langsung hari itulah dapat hasilnya dan pasti, kalau kebun ya, paling mentok kebun lada  itu pun setengah tahun sekali panen sedangkan timah hari itulah kita menambangnya hari itu juga dapat uangnya, ya tentu masyarakat kita lebih memilih menjadi penambang.[footnoteRef:39] [39:  Wawancara narasumber, Bpk. Maman pekerja Pt Timah desa Silip, tanggal 23 Oktober 2023] 

Bapak Maman menjelaskan bahkan pemerintah Bangka Belitung pun tidak bisa memberhentikan praktik penambangan timah ilegal yang ada di Bangka Belitung. Karena ketika ada salah satu penambang yang ditindak pidana dengan tujuan memberikan efek jera kepada penambang tersebut dan para penambang lainnya, tidak ada rasa takut sama sekali walaupun sudah tahu bahwa akan ditindak pidana. 
Tetapi, dengan adanya praktik penambangan timah ilegal ini sebenarnya mengurangi kriminalitas di Bangka Belitung seperti pencurian, begal motor, dan lainnya karena hampir semua masyarakat Bangka Belitung memiliki pekerjaan walaupun itu ilegal menurut pandangan hukum yang ada di Indonesia. Tingkat pengangguran di Bangka Belitung juga termasuk rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya padahal provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk provinsi yang baru berdiri pada tahun 2001 silam yang sebelumnya masih menjadi bagian daripada provinsi Sumatera Selatan.
Mengenai tingkat pengangguran, di Desa Silip tingkat pengangguran juga terbilang rendah, seperti yang diutarakan oleh bapak Sumanto kepala desa:
“sebenarnya dampak positif adanya penambangan timah di desa kita ini berkurangnya tingkat pengangguran karena tidak ada standar Pendidikan untuk mengerjakan penambangan timah ini, walaupun illegal tetapi sangat membantu ekonomi masyarakat desa Silip, kadang juga ketika ada perayaan hari besar nasional seperti perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, banyak penambang ataupun pengepul yang menyumbangkan sedikit uang dari hasil menambang mereka untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dengan adanya penambangan timah illegal ini bukan sedikit anak-anak yang orang tuanya bekerja menjadi penambang bisa menjadi sarjana, karena apa, karena adanya penambangan timah illegal. Mengharapkan dari kebun, kebun kalau musim kemarau ya menghasilkan sedikit jadi tidak bisa diharapkan juga. Tidak banyak penambang yang tetap memiliki kebun  karena mereka berpikir tidak setiap hari mereka bisa menghasilkan cukup uang hanya dengan mengandalkan menambang timah. Ada dampak positif tentunya ada dampak negatif juga dari penambangan timah illegal ini, dampak negative dari penambangan timah illegal ini ialah rusaknya lingkungan baik di darat maupun di laut, terutama di darat, rusaknya ekosistem di darat, kerusakan yang terjadi adalah habisnya hutan karena penebangan bebas untuk membuka lahan penambangan timah illegal dan ketika timah disitu sudah habis ditinggaalkan begitu saja tanpa ditanami pepohonan lagi, dan satu dampak negative lainnya yaitu para anak kecil sampai ke remaja lebih memilih menambang timah illegal daripada bersekolah karenai factor ekonomi juga dan paling banyak yang menjadi penyebab mereka berhenti sekolah karena tergiur akan uang yang dengan mudah didapatkan.[footnoteRef:40] [40: Wawancara narasumber, Bpk. Sumanto kepala desa silip periode 2022-2027, tanggal 20 Oktober 2023
] 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Sumanto, bahwa penambangan timah illegal di Desa Silip tentunya memiliki dampak positif dan dampak negative. Walaupun berdampak positif terhadap masyarakat desa Silip tetapi tetap tidak bisa menjadikan penambangan timah illegal ini penambangan timah legal selama pemerintah tidak mengeluarkan Undang-undang yang membolehkan penambangan timah tanpa izin terlebih dahulu ataupun mengeluarkan surat izin menambang tanpa proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Pemerintah seharusnya juga harus mengadakan kegiatan seminar hukum kepada masyarakat yang tidak terlalu mengetahui tentang akibat hukum yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Begitupun masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan timah ilegal jangan terlalu menganggap bahwa yang dikerjakan tersebut tidak memiliki resiko karena pemerintah diam saja. Pemerintah bukan diam saja tetapi juga memikirkan solusi yang tepat bagaimana hukum yang mengatur tentang penambangan ilegal ini tidak merugikan pihak manapun, baik pemerintah maupun masyarakat. 
Menurut bapak Rudi penambang timah ilegal:
“proses nambang di lahan itu kami sederhana ya dimana itu sering pindah pindah tempat khususnya lokasi, kemudian kami dapatkan informasi tersebut dari penambang lainnya yang banyak mengandung timah. kemudian unit yang kami persiapkan juga harus sesuai dengan lahan yang di olah berhubung kami mengolah tambang di darat jadi peralatannya cukup simple yaitu hanya mesin dan tembaga yang di perlukannya,terus peroses hasil timah yang kami dapatkan itu perhari timah nya juga itu kami bersikan dari pasir yang kami ambil itu hanya biji timah. pendapatan kami perhari itu mencapai sepuluh sampai lima belas kilogram itu kami langsung jual untuk mengembalikan modal hari ini jika di bawah hasil tadi kami kumpulkan terlebih dulu. Perbedaan kami dengan atas nama perusahaan tambang itu perbedaannya mungkin sangat jauh dari hasil nya aja sudah kita ketahui bentuk timah nya sudah berbeda kalau pribadi seperti kami ini yaitu hanya dapat membersikan sedikit pasir saja namu kalau di perusahaan langsung di olah menjadi timah yang sudah siap di gunakan.dampak posotif dan dampak negative itu pasti dari hasil itu untuk kepentingan pribadi kalau positifnya maksudnya kami ini sebagai penambang pribadi dan juga kita membuat masyarakat yang susah mencari sumber air karena dari bekas tambang timah yang kami buat itu menimbulkan kemunculan air dan jadi danau bahasa bangka nya itu kolong dan dampak negatifnya kita sudah tahu yang pertama merusak lingkungan atau juga merusak perkebunan sawit seperti kami ini yang membuat pertambangan timah di perkebunan sawit jadi sawit nya itu mati karena tanah nya itu rusak.”[footnoteRef:41] [41:  Wawancara narasumber, Bpk. Rudi penambang timah Ilegal desa silip, tanggal 25 oktober 2023] 

Bapak Rudi menjelaskan tentang proses menambang timah itu sangat sederhana dimana sering berpindah-pindah tempat untuk mencari timah yang lebih banyak. Unit yang di gunakan juga sangat simple dimana hanya menggunakan mesin dan tembaga. Perbedaan penambang dan penambang atas nama perusahaan sangat la jauh seperti yang di katakana di atas. 
 Menurut bapak Jefriyansah  selaku satpam :
“Pertambangan tanpa izin atau biasa di sebut illegal mining ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi sering juga menjadi penyebab munculnnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, ketimpang nilai ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru, fenomena illegal mining ini di beberapa wilayah bahkan sampai mengganggu dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Pasca reformasi, tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terauma di tentukan oleh undang-undang disusun dan di jalankan, maraknya illegal mining timah di darat maupun di lautan provinsi Bangka Belitung sejak awal taun 2000an sampai saat ini. Pemicu maraknnya penambang timah illegal dimasyarakat karena adanya penyeludupan timah. Timah yang diseludupkan ini berasal dari tambang-tambang illegal. Penyeludupan timah bukan barang baru di bangka karena sejak dulu menjadi pintu keluar timah seludupan. Aktifitas ini yang menyebabkan mundurnnya pengiriman timah setelah tahun 2000, pada maret 2014 misalnya polda babel berhasil menggagalkan dua  orang aksi penyeludupan timah 42 kilogram di pantai matras sungai liat, Bangka. Kondisi geografis dengan kontur kepulauan, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus serta masih minimnya pengawasan maritime menjadi pemicu maraknya praktik-praktik penyeludupan timah kenegara tetangga.” [footnoteRef:42]  [42: Wawancara narasumber, Bpk. Jefriyansah Satpam Pt Thep desa Silip, tanggal 24 oktober 2023] 

Bapak Jefriansah menjelaskan bahwa maraknya tambang illegal mining bukan hanya merugikan finansial negara tetapi juga menjadi penyebab munculnya persoalan. Fenomena illegal mining ini juga bukan hanya di desa silip tetapi di wilayah desa lain bahkan sering kali mengganggu dan mengancam ke amanan masyarakat di sekitar. Di jelaskan juga bahwa adanya penyeludupan timah yang terjadi sejak tahun 2000-sekarang. 
Pengaturan Pemidanaan dalam Pertambangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang termuat padanya dikuasai negara serta dipakai sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, di mana pemanfaatan atasnya dilakukan dengan cara ditambang. Permasalahan di dalam lingkup pertambangan sangatlah kompleks. Kompleksitas ini diperketat dengan diadakannya pemidanaan bagi para pelanggarnya. Hal ini disebabkan karena usaha pertambangan ini berdampak langsung pada ruang hidup dan penghidupan masyarakat serta berdampak langsung pada alam sebagai penyangga ruang hidup dan penghidupan masyarakat. Pemidanaan yang dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap usaha pertambangan ialah: 
1. Tindak Pidana melakukan Pertambangan Tanpa Izin. 
Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin mengakibatkan adanya tindak pidana, hal ini diatur melalui Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi orang yang melaksanakan penambanan tanpa perizinan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000. Selanjutnya melalui Pasal 160 dikatakan “Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.”Lalu pada Pasal 161 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah).” 
2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu. 
Ketika melakukan usaha pertambangan diperlukan data yang valid sesuai dengan studi kelayakan, perlaporan aktivitas bisnis serta pelaporanpe-laporan lainnya. Oleh sebab itu hal-hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Adapun sanksi atas laporan palsu tersebut tertuang melalui Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan Surat yang berisi:“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menerbitkan sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan seagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.” Selain itu, Pasal 159 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan 33 palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus muliar rupiah).”
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.
Dalam kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi sampai pada eksploitasi membutuhkan izin terlebih dahulu. Tidak adanya izin tersebut menyebabkan sanksi pidana. Hal ini tercantum melalui Pasal 160 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: “ Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000”
4. Tindak pidana sebagai pemegang iup eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan operasi. 
Di dalam proses pertambangan terdapat kegiatan eksplorasi, di mana di dalam kegiatan ini dibutuhkan izin yang ditetapkan pemerintah berupa IUP ataupun IUPK. Bagi pemilik IUP eksplorasi tidak dapat melaksanakan produksi apabila izin terhadap produksi belum dipegang. Pelanggaran terhadap hal ini tercantum di dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi: “ Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000” 
5. Tindak pidana memindahtangankan perizinan kepada orang lain.
Perizinan merupakan bukti sah yang wajib dimiliki ketika hendak melakukan usaha penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang dapat melaksanakan usaha penambangan. Tidak diperbolehkan jika perizinan tersebut dipindahtangankan tanpa proses yang sah. Pelanggaran terhadap hal 34 ini diatur Pasal 161 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 menegnaii perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi: “ Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yan memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
6. Tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang.
Hal yang pasti terkena dampaknya pada kegiatan pertambangan adalah lingkungan. Lingkungan pasti mengalami kerusakan akibat pertambangan yan mana kerusakan ini sangat berdampak pada makhluk disekitarnya. Oleh karena itu, pengusaha wajib untuk bertanggung jawab atas hal tersebut melalui reklamasi dan pasca tambang. Pelanggaran terhadap hal ini diatur melalui Pasal 161 B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi: “(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/aau Pascatambang; dan/atau b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)+ tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.” 
7. Tindak pidana menghalangi aktivitas penambangan yang legal.
Melalui Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan masing-masing orang yang menghalai ataupun mengganggu aktivitas bisnis pertambangan mampu dipidanakan melalui pidana kurungan paling lama 1 tahun ataupun denda Rp. 100.000.000. Pasal ini membawa kepastian hukum bagi pengusaha dan pasal ini memang dibuat oleh pemerintah agar tidak ada siapapun yang dapat menghalangi jalannya pertambangan. Pasal ini didukung oleh pasal AMDAL yang tidak dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam pembuatan AMDAL yang dikurangi secara signifikan. Pasal ini memang suatu keuntungan bagi para pengusaha , namun suatu kehancuran bagi masyarakat yang tidak ingin lingkungannya rusak oleh tambang.[footnoteRef:43] [43: Salma Hanawati rahmah, Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Liar Analisis Putusan Nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN.sag, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 30-35] 

[bookmark: _Hlk151399714]Bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terdapat dalam beberapa pasal: Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Selain itu juga, Pasal 159 mengatur bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). 
Terdapat pula beberapa aturan yang tecantum dalam ayat dihapus dengan berbagai alasan, tetapi tidak mengurangi esensi dari ketenturan peraturan itu sendiri. Seperti yang tercanmtum dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur tentang Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut: (1) Dihapus; (2) Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam Pasal 161 mengatur tentang Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Pasal 161A juga mengatur tentang Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.0O0.000,00 (lima miliar Rupiah).
Pasal 161B ayat (1) dan (2) mengatur tentang: (1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: 
a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau 
b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.
Kegiatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 162 tentang Setiap orang yang merintangi atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Selain sanksi pidana berupa denda, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengatur denda berupa pencabutan izin terhadap usaha petambangan. Hal ini diatur dalam Pasal 164 yang mengatur:
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang diartikan pada umumnya dijatuhkan pidana.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tertentu tindak pidana, yaitu: 
b. Unsur tingkah laku; 
c. Unsur melawan hukum; 
d. Unsur kesalahan;
e. Unsur akibat konstitutif; 
f. Unsur keadaan yang menyertai;
g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
j. Unsur objek hukum tindak pidana;
k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
l. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
Istilah sanksi pidana berasal dari bahasa inggris, yaitu criminal sanction, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah strafrechtelijke sancties, sedangakan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah strafrechtliche sanktionen. Sanksi pidana berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan pidana. Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu sanctie, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sanction, Sanksi adalah:
a. Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum.  
b. Dalam hukum pidana, hukuman (straf).  
c. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.
Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi berarti: 
1. Pengesahan atau peneguhan. 
2. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati Undang-Undang; 
3. Tindakan tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara. 
Pengertian sanksi dalam rumusan di atas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam tindak pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Sedangkan pengertian sanksi secara internasioanal, dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada negara. 
Istilah yang digunakan dalam bab ini adalah sanksi yang berkaitan dengan pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar Undang-Undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);.[footnoteRef:44] [44:  Alif Arhanda Putra, Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kawasan Perbatasan, Prosiding Seminar Nasional “Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Volume 2, 87-89] 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penambang Timah Ilegal (TI) Di Lahan Perkebunan Sawit PT.Thep 
Berdasarkan hasil telaah lapangan terhadap proses dan penyelesaiaan illegal mining memiliki berbagai kesamaan maupun perbedaan dengan hukum islam. Pemahaman masyarakat bahwa pertambangan merupakan barang yang ada di perut bumi dan belum dimilki oleh orang menunjukan konsep al-Iqtha telah dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu menetapkan sebagian lahan mati baik berupa blok tambang maupun lahan biasa yang tidak terkait dengan kepentingan dan hak orang lain dan dapat dikuasai orang lain .[footnoteRef:45] [45:  Az-Zuhaili Wahab,Fiqh Islam Wa adillatuhu Dan Wahab az-Zuhaili : Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,cet,1, ( Jakrta:Gema Insani,2011) 526] 

Al-iqthaa’ ada tiga macam, yaitu al-iqthaa’ tamliik yaitu lahan yang dipasrahkan menjadi hak milik orang yang dipasrahi, iqthaa’ istighlaal yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak mengeksploitasi lahan yang dipasrahkan kepadanya, namun status lahannya tetap milik negara dan iqthaa’ irfaaq yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak menggunakan saja, sedangkan lahannya tidak menjadi miliknya, penjelasannya seperti dideskripsikan sebagai berikut:
1. Hukum Al-iqthaa’ Berupa Tambang (Al-Ma’aadin) Dan Kepemilikannya
Al-ma’aadin24 adalah suatu material yang ditemukan dalam perut bumi dari asal penciptaan ( ada secara alami tanpa campur tangan manusia), seperti logam emas, perak, tembaga, besi dan timah. AlMa’aadin terdiri dari beberapa macam, yaitu: 
a. Material al-ma’aadin yang bisa ditempa, sehingga bisa dibentuk menjadi lempengan, dibentuk menjadi perhiasan dan di bentuk menjadi semacam kawat, atau material al-ma’aadin yang bisa dilebur dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sebagainya. 
b. Material al-ma’aadin yang tidak bisa ditempa atau dilebur dan dicairkan, seperti berlian, yaqut, kristal, aqiq, pirus (batu permata warna biru) dan sebagainya. 
c. Material al-ma’aadin cair, seperti bumi, ter atau aspal dan bentuk-bentuk minyak tambang atau minyak mineral lainya. Dalam pandangan lain material al-ma’aadin menjadi dua macam, yaitu material al-ma’aadin azh-Zhaahirah (yang tampak) dan material al-ma’aadin al-baathiniah (tidak tampak). 
1) Material al-Ma’aadin azh-Zhaahirah adalah, mteriaal alma’aadin yang tampak dan tidak tercampur dengan tanah sehingga mudah untuk diambil tanp harus melakukan proses pemisahan dari tanah, seperti minyak bumi, tir, garam, batu celak, pasir, dan garam asam belerang. 
2) Material al-Ma’aadin al-Baathinah, yaitu material al-ma’aadin yang untuk mengambilnya dibutuhkan kerja ekstra karena mater ialnya tercampur dengan material tanah, sehingga untuk mendapatkannya perlu proses pemisahan dan penyaringan, seperti emas, perak, tembaga, dan timah.
Al-Ma’aadin dalam konsep Syafeiyyah adalah sesuatu yang berasal dari dalam tanah dan merupakan bagian dari tanah namun bukan termasuk jenis tanah. Sedangkan rikaaz adalah, harta pendaman jahiliyah atau harta pendaman orang –orang kafir terdahulu.Mereka membedakan antara dua jenis yaitu:
a) al-ma’aadin azh-zhaahirah.
	Al-Ma’aadin azh-Zhaahirah adalah bahan tambang yang keberadaanya tidak bercampur dengan tanah, sehingga tidak perlu untuk menyaring dan memisahkannya lagi, akan tetapi yang dibutuhkan hanyalah usaha untuk mengeluarkan dan mengambilnya, seperti minyak bumi, garam dan belerang. 
	Al- ma’aadin azh-Zhaahirah tidak boleh diiqthaa’kan kepada individu tertentu, baik iqthaa’ yang bersifat pemilikan (menjadi hal milik) maupun hanya bersifat penggunaan. Akan tetapi al-Ma’aadin azhZhaahirah adalah untuk semua masyarakat. Jadi , jika hanya menemukan lahan mati tanpa menghidupkan dan memulihkannya tidak bisa lantas menjadikan bahan tambang yang terkandung di dalamnya menjadi milik penemunya.
	Al-Ma’aadin azh-Zhaahirah adalah milik negara menurut zhahir pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Adapun al-Ma’aadin alBaathinah, maka tidak bisa menjadi milik orang yang menemukannya, akan tetapi tetap menjadi milik negara juga. 
b) al-Ma’aadin al-Baathinah. 
	al-Ma’aadin al-Baathinah adalah, bahan tambang yang untuk mengahasilkannya butuh usaha dan kerja keras, karena keberadaanya masih bercampur dengan tanah, seperti logam emas, perak, besi, tembaga dan timah. 
	Barang siapa lebih dulu mendapatkan al-Ma’aadin azh-Zhaahirah atau al-Ma’aadin al-Baathinah di suatu lahan mati, maka ia hanya berhak atas bahan tambang yang berhasil ia ambil dan dapatka saja, adapun lahan tambangnya sendiri tidak bisa menjadi miliknya. Adapun kewajiban yang terdapat di dalam hasil tambang adalah, mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluhnya (2,5%) jika hasil tambang itu berupa emas atau perak menurut ulama Syafiiyah sedangkan menurut ulama Hanabilah, hasil tambang apa pun jenisnya ,baik emas perak maupun lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluhnya jika memang nilainya telah mencapai nisab. Jika bahan tambang terdapat dilahan tidak bertuan di kawasan Islam, maka jika tambang itu termasuk bisa ditempa atau dicairkan dan dilebur, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah, baik sedikit maupun banyak, maka seperlimanya adalah untuk baitul mal, sama seperti yang berlaku dalam harta ghanimah. Sedangkan sisanya yaitu empat perlimanya adalah untuk orang yang menemukannya siapapun dia, kecuali oang kafir harbi yang diberikan suaka.
	Rikaaz adalah sebutan untuk barang tambang menurut hakikatnya, sedangkan penggunaan kata rikaaz untuk menyebutkan arti kata alkanzu (harta terpendam) adalah penggunaan secara majaz. Karena orang Arab berkaata” Arkaza ar-Rajulu” yang artinya adalah, ia mendapatkan rikaaz yaitu sepotong logam emas yang didapatkan dari tempat penambangan. Sebagaimana hadis yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah Al Qa’nabi],telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [‘Amr bin Abu ‘Amr] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa seorang laki-laki tidak meninggalkan orang yang yang berhutang kepadanya sepuluh dinar, ia berkata; demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu hingga engkau membayar atau engkau datang kepadaku membawa orang yang akan bertanggung jawab. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menanggungnya, kemudian ia datang dengan membawa uang sebesar yang telah ia janjikan. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Dari mana engkau mendapatkan emas ini?” Ia berkata; dari barang tambang. Beliau bersabda: “Kami tidak butuh kepadanya, tidak ada kebaikan padanya.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membayarkan hutang tersebut untuknya.”
a) Jika bahan tambang itu berupa barang tambang yang tidak bisa ditempa atau dilebur dan dicairkan, seperti berlian, yaqut, dan berbagai macam batu mulia lainnya,maka tidak ada kewajiban mengeluarkan seperlimanya, jadi, semuanya untuk orang yang menemukan dan mendapatkannya.
b) Jika bahan tambang itu adalah jenis barang tambang cair, seperti minyak bumi, maka tidak ada sedikit pun yang harus diserahkan ke baitul mal, semuanya adalah untuk orang yang menemukannya. Karena barang tambang jenis ii adalah seperti air, dan barang tambang itu juga tidak menjadi maksud dantujuan dari dikuasainya laha dimana barang tambang itu ditemukan, sehingga tidak bisa dianggap sama seperti harta ghanimah yang ada kewajiban untuk mengeluarkan seperlimanya.
2. Perspektif Islam Mengenai Pertambangan Ilegal / Illegal Mining
Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra’d (13): 17, yang artinya: 
”Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaanperumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)
Selain itu, dalam QS. Al Hadid (57): 25 yang artinya: “
Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”. (QS. Al-Hadid [57]:25) 
Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap 85 pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. 
Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma’ruf). 
Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. al-Rum, (30):41 bahwa: “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. 
Selain itu, hal ini dijelaskan pula dalam QS. Al A’raf: 56. “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Al-A’raf: 56).
Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (daf’u almafsadah), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat. 
Islam adalah agama yang sempurna dan telah menyimpan berbagai macam solusi permasalahan kehidupan manusia. Namun berkembangnya permasalahan manusia memungkinkan manusia menghadapi masalah yang secaraa khusus belum ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu diperlukan adanya aktivitas ijtihad dalam rangka menggali hukum untuk suatu permasalahan. Secara bahasa ijtihad adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang tafshily (rinci).Seseorang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.[footnoteRef:46] [46:  Suparman Usman,Hukum Islam: Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Gaya Media Pratama,2015) 51] 

Sebelum melakukan ijtihad, perlu memahami terlebih dahulu ilmu usul fikih sebab ilmu usul fikih merupakan ilmu yang diperlukan mujtahid dalam memberikan penjelasannya terhadap nash-nash dan menerangkan hukum yang tidak ada nashnya. Usul fikih menurut syara’ adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.
Secara ringkasnya usul fikih terkait dengan dalil-dalil sam’i dan tata cara istinbath hukum syara dari dalil-dalil tersebut, termasuk berbagai perkara yang berkaitan dengannya. Fikih membahas hukum-hukum syara dari sisi asas yang dibangunnya, bukan dari sisi persoalan yang dikandung oleh hukum. Dengan demikian, usul fikih membahas dua perkara mendasar yaitu, terkait hukum syara dan yang berkaitan dengannya dan dalil dan yang berkaitan dengannya. Selain itu, terdapat perkara-perkara cabang yang merupakan implikasi dari perkara tersebut yaitu istinbath hukum syara dari dalil, termasuk perkara yang berkaitan dengannya. Dapat pula disebut ijtihad, termasuk yang berkaitan dengannya.[footnoteRef:47] [47:  Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Moh.Zuhri Dan Ahmad Qarib,(Semarang: Dina Utama,cet ke-1,2020) 1-2] 

3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) 
Ditinjau dari hukum Islam, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi kaum muslim untuk menyampaikan melalui fatwanya telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dalam putusannya angka 1 menetapka bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat seperti tertuang dalam angka 2, yaitu harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan , melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial27 . 	
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, bentuk serta penyelesaian Illegal mining di Kabupaten Bangka telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritori
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BAB V
PENUTUP
E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terdapat dalam beberapa pasal: Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Selain itu juga, Pasal 159 mengatur bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
2. Tinjauan hukum islam terhadap  Pemahaman masyarakat bahwa pertambangan merupakan barang yang ada di perut bumi dan belum dimilki oleh orang menunjukan konsep al-Iqtha telah dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu menetapkan sebagian lahan mati baik berupa blok tambang maupun lahan biasa yang tidak terkait dengan kepentingan dan hak orang lain dan dapat dikuasai orang lain . 

Al-iqthaa’ ada tiga macam, yaitu al-iqthaa’ tamliik yaitu lahan yang dipasrahkan menjadi hak milik orang yang dipasrahi, iqthaa’ istighlaal yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak mengeksploitasi lahan yang dipasrahkan kepadanya, namun status lahannya tetap milik negara 
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dan iqthaa’ irfaaq yaitu orang yang dipasrahi hanya berhak menggunakan saja, sedangkan lahannya tidak menjadi miliknya
F. Saran
1. Bagi masyarakat Desa silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, khususnya pemilik atau pengelola pertambangan timah di harapkan mampu memperhatikan etika dan tata cara pengelolaan pertambangan sesuai Undang-undang dan memiliki izin resmi dari pemerintah agar setiap perbuatan dan langka dalam melakukan pekerjaan bernilai ibadah dengan Allah serta terhindar dari unsur-unsur saling menzolimi antar sesama.
2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat luas dimana pemerintah harus hadir dan menunjukan perannya terkait izin usaha pertambangan timah agar mampu mewujudkan keadilan sosial serta  meminimalisir dampak negative yang ada.











67




DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali, mahrus. 2011. Dasar-DasarHukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.
Airman, Rasyid dan Fahmi Ragib. 2016. Hukum Pidana. Malang. Setara Press.
Khallaf, Abdul Wahab. 2020. Ilmu Ushul Fiqh, Ahli Bahasa Moh Zuhri dan
Ahmad Qarib. Semarang. Dina Utama.
Mamik. 2015. Metode Kualitatif. Sidoarjo. Zifatama Publisher.
Marsaid. 2020. Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam). Palembang. Rafa
Press.
Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
Nasrudin, Muhammad. 2016. Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari
Semenanjuk Arabia Hingga Indonesia. Yogyakarta. Lintang Aksi Aksara.
Poerwodarminto, W. J. S. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT
Balai Pustaka.
Rohidin. 2017. Pengantar Hukum Islam. Lampung Timur. Lintang Publishing.
Salim. 2012. Hukum Pertambangan. Jakarta. Rajawali Pers.
salim. 2015. Hukum Perambangan Mineral dan Batubara. Jakarta. Rajawali.
Sianturi, S.R. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia.
Jakarta. PT Bumi Aksara.
Siyoto, Sandu dan M. Ali Sosikin. 2015. Dasar Metodologi Penelitian.
Yogyakarta. Literasi Media Publishing.
Sofyan, Andi dan Nuraiza. 2016. Hukum Pidana. Makassar. Pustaka Pena.
Ulfathin, Nurul dan Teguh Triyulianto. 2021. Metode Penelitian Kualitatif Untuk
Keguruan Pendidikan. Jakarta. Erlangga.
Usman, Suparman. 2015. Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum
Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Gaya Media Pratama.
Wahab, Az-Zuhaili. 2011. Fiqh Islam Wa Adilatuhu dan Wahab Az-Zuhaili:
Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta. Gema Insani.
Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tanggerang. PT
Nusantara Persada Utama.
Wan, Imam Guna. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta.
PT Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Redaksi Sinar Grafika. 2018. KUHAP dan KUHP. Jakarta. Sinar Grafika Offset.

Lain-Lainnya
Abimanyu, Muhammad Amin. 2022. Evaluasi Kinerja Produksi Alat Gali Muat
dan Angkat Pada Penambangan Batubara di PT Bumi Merapi Energi
Kabupaten Lahat Sumatera. Palembang. Unsri.
Asyiyah, Sita Sarah. 2018. Tindak Pidana Ekplorasi Pekerja Anak di Bawah


68

Umur di Wilayah Tanggerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam). Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Budi, Cara Mengurusi Usaha Jasa Pertambangan, babelprov.go.id.
Eprint. Pengertian Legalitas dan Ilegalitas. Eprints.umm.ac.id.
Hukum Online. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. hukumonline.com.
Juwandana, Ekasari. 2018. Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan
Oleh Kleptoman. Makasssar. UIN Alauddin Makassar.
Nudiyana, Lee Mita. 2018. Perlindungan Hukum Hak Kerja Untuk Beribadah
(Tinajuan Hukum Positif Positif dan Hukum Islam). Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Planning Grup. 2018. Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar. Universitas Hukum
Udayana.
Putra, Alif Arhanda. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral dan
Batubara di Kawasan Perbatasan. Prosiding Seminar Nasional “Hukum dan Pertambangan Yang Berkelanjutan. Vo 2.
Rahma, Salma Handayani. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tambang
Ilegal. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rahmah, Salma Hanawati. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Penambangan Liar Analisis Putusan No 341/Pid.B/LH/2021/PN.sag. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Regiana, Aynike Putri. 2016. Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi
Tambang Liar Mineral Bukan Logan dan Bantuan di Kabupaten Kediri.
Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
Ria, Permata Septa. 2019. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Organ Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Organ Komering Ilir Ulu Timur. Lampung. UIN Raden Intan Lampung.
Saputra, Riki. 2023. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upah
Buruh Harian Lepas (Studi Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro. Lampung. UIN Raden Intan Metro.
THEP. Profil dan Budaya Perusahaan. ptthep.id.
Wikipedia. Hukum. wikipedia.
Wikipedia. Kepulauan Bangka Belitung. id.m.wikipedia.org. 
Yuprinaldi. 2011. Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Ilegal di Tinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuntu Kecamatan Kiri Kabupaten Kampar. Riau. UIN Sultan Syarif Riau.






69




LAMPIRAN
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Wawancara dengan bapak jefriyansyah (Satpam)
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Wawancara dengan bapak Rudi (Penambang)
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Wawancara dengan bapak Maman (Pekerja Pt Timah)
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Wawancara dengan bapak Sumanto (Kepala Desa Silip)
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